BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : Z TAHUN 2016

TENTANG

BIESARAN TUNJANGAN KOMUNIKAST INTENSIF BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA
PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Menimbang :

Mengingat

b.

DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 10 A dan Pasal 24 A
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan
penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif dan
discdiakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan;

bahwa tunjangan scbagaimana dimaksud pada huruf a
diatas, perlu diatur dan ditctapkan dengan Peraturan Bupati
Ogan Komering Ilir;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan
Perwakilan  Rakyat, Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4310);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43595);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 358, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia “Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4416),
schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43578);

Peraturan Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering [lir
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005
Nomor 1 );

Peraturan Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering [lir Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015
Nomor 19);

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 358 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor
358);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2016

PRARIT
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten
Ogan Komering Ilir.

5. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir.

6.. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ogan Komering llir. '

7. Anggota DPRD adalah mercka yang diresmikan keanggotaannya sebagai
anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.

8 Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

9 Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

10. Kelompok Kemampuan Keuangan Dacrah adalah klasifikasi/klaster suatu
Derah untuk menentukan kelompok kemampuan daerah tertentu yang
ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan

Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Oprasional Pimpinan pada
setiap Klaster.

11. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang
yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggta DPRD setiap bulan dalam
rangka mendorong peningkatan Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;

12. Belanja Pcnunjang Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang
disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan
operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan
lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari - hari.

BAB 1l
KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Kabupaten/Kota Ogan

Komering [lir termasuk dalam katagori tinggi, yaitu diatas
Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah).

BAB IIT ...
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BAB III
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
Pasal 3

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan
Komunikasi Intensif.

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD adalah tiga kali Uang
Representasi Ketua DPRD, yaitu 3 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 6.300.000,-
(Enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan
Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dibidang perpajakan, yaitu 15% x Rp 6.300.000,-
= Rp 945.000,- ( Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan terhitung mulai
Januari 2016 sampai dengan Desember 2016.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN
Pasal 4

Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan.

Besar Belanja Penunjang Operasional Pimpinan yang dimaksud pada ayat
(1) disediakan kepada ketua DPRD dengan besaran empat kali uang
Representasi  Ketua DPRD, yaitu 1 orang X 6 x 2.100.000
= Rp. 12.600.000,00,- ( Dua belas juta enam ratus ribu rupiah ).

Besar Belanja Penunjang Operasional Pimpinan yang dimaksud pada ayat
(1) disediakan kepada Wakil-wakil Ketua dengan besaran dua setengah kali
jumlah uang representasi wakil ketua DPRD, yaitu 3 orang X 4 X 1.680.000
= Rp. 20.160.000,- (Dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan disediakan terhitung bulan
Januari 2016 sampai dengan Desember 20 16.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN

Pasal 5

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 4 dipergunakan untuk :

a. representasi .....
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a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan
permasalahan  yang ada di  masyarakat, melaksanakan dan
memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.

c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan,
upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah,
meclakukan  koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah,
musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi
juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada
masyarakat/kclompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 6

Sekretaris DPRD sclaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung

jawab atas pengelolaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.

Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan

Surat Pcrintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan Belanja

Penunjang Opecrasional Pimpinan DPRD sebesar 1/12 ( satu perduabelas)

dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah

dengan melampirkan :

a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang ; dan

b. fakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang
menjclaskan pengguna dana akan sesuail dengan peruntukannya.

(2) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan
scpanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggung
jawabkan.

Pasal 7

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas
yang mecnjelaskan antara lain bahan penggunaan dana telah sesuai
dengan peruntukannya.

Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi
dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.

Rincian penggunaan Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
secbagaiman dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima
(masyarakat/keclompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang
ditandatangani Pimpinan DPRD.

Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaiman dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB VI ...



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan  ditetapkannya Peraturan  tentang Besaran Tunjangan Komunikasi
Insentif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
~ Belanja Penunjang Opcrasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Bupati
Ogan Komering lir Nomor : 04 Tahun 2015 tentang Besaran Tunjangan
Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang
Opcrasional Pimpinan Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif Bagi
Pimpinan dan Anggota Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016 berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 4Janvart 2016
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Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 4Janvart 2016
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